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Tesisini membahas tentang Peranan K gjaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan yang dapat
membahayakan masyarakat dan negara dan pencegahan penyal ahgunaan dan/atau penodaan agama yang
diatur dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d dan e Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang K ejaksaan
Republik Indonesia, yang merupakan lingkup tugas, wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang Intelijen
Yustisia (law Intellegence) yang mengarah pada kegiatan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan
untuk melakukan pencegahan tindak pidana, yang selanjutnya oleh Jaksa Agung dibentuk Tim Pakem
(Pengawasan K epercayaan Dalam Masyarakat) yang memiliki peran penting terhadap status penilaian
apakah kepercayaan atau agama yang dianut seseorang dianggap sesat/menyimpang atau tidak. Ditemukan
kendala-kendala yang dihadapi antara lain Tim Pakem tidak memiliki metode untuk menilai sebuah aliran
kepercayaan maupun gjaran agama. Tim Pakem tidak memiliki Standard Operational Procedure (SOP) yang
dapat dijadikan pedoman dalam mengambil suatu tindakan, dan kemampuan personil yang kurang
professional, sehingga mengakibatkan gerak pengawasan kurang cepat dalam menghadapi ulah aliran
kepercayaan menyimpang. Sementara itu kedudukan Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang

Penyal ahgunaan dan/atau Penodaan Agama dalam mengatasi masalah penodaan agama masih tetap
dibutuhkan sebagai pengendali ketertiban umum dalam rangka kerukunan umat beragama. Undang-Undang
No.1/PNPS/1965 semula adalah Penetapan Presiden yang dikeluarkan pada tahun 1965 dan kemudian pada
tahun 1969 diangkat menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1969. Sebagaimana
disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No.1/PNPS/1965 pada butir 3 dan 4, salah satu tujuan
penerbitan UU itu adalah agar ketentraman beragama dapat dinikmati oleh segenap rakyat di seluruh
wilayah Indonesia, dan untuk melindungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan atau penghinaan.
Dengan katalain, UU ini diterbitkan dengan tujuan antara lain untuk memelihara kerukunan umat beragama,
baik kerukunan internal umat beragama maupun antarumat beragama.

...... The thesis discusses the role of the District Attorney?s Office in supervising any beliefs which may be
harmful for the society and the state and in preventing the misuse and/or the disgrace of areligion governed
in Article 30 clause (3) letters d and e of the Law No. 16 of the year 2004 on the District Attorney?s Office
of the Republic of Indonesia, which includes the scope of duty, authority, and functions of the District
Attorney?s Office in law intelligence specializing in Investigation, Security, and Support to prevent criminal
acts; in order to do those, further, the DA (District Attorney) has formed ateam, namely Tim Pakem, which
supervises any beliefsin society and has significant roles in evaluating whether a belief or areligion
followed by someone is considered misleading/deviating or not. It is discovered that there have been some
problems faced by Tim Pakem; for example, it does not have a method to evaluate a belief or areligion
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teaching. It does not have SOP (Standard Operational Procedure) which may become guidance to act, and its
personnel are not yet professional, so the supervision movement is not fast enough to deal with any
deviating belief. Meanwhile, the function of the Law No. 1/PNPS/1965 on the Misuse and/or the Disgrace of
aReligion in overcoming the problems of the disgrace of areligion is still needed as the control of public
order to have harmony among religious followers. The Law No. 1/PNPS/1965 was a President Decree
issued in 1965, and then in 1969 it was enacted to become alaw with the Law No. 5 of the year 1969. As
referred to in the General Explanation of the Law No. /PNPS/1965 in points 3 and 4, one of the purposes to
issue that law isto ensure that the harmony among religious followers can be enjoyed by all the peoplein
Indonesia, and to protect that harmony from a disgrace or an insult. In other words, this law isissued in
order to maintain the harmony among religious followers, either the harmony in the same religion followers
or the harmony among different religion followers.



